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 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pengaruh kualitas pelayanan 
fiskus terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten 
Karanganyar tahun 2014; 2) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar 
pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar tahun 2014; 3) Pengaruh 
kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak 
kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar tahun 2014. 
Jenis penelitian ini kuantitatif, dengan penarikan kesimpulan melalui analisis 
statistik. Sampel penelitian sebanyak 100 wajib pajak. Pengumpulan data 
menggunakan metode angket. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
linear ganda, uji t, uji F, uji R
2
, serta sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan: Y=16,630-0,128X1+0,355X2. 
Uji t pertama memperoleh -thitung < -ttabel, yaitu -2,253 < -1,985 dan nilai signifikansi 
0,027 < 0,05 dengan sumbangan efektif 2,301%. Uji t kedua memperoleh thitung > 
ttabel, yaitu 4,975 > 1,985 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dengan sumbangan 
efektif sebesar 19%. Uji F memperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 13,125 > 2,698 dan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05. Uji R
2 
diperoleh hasil sebesar 0,213. Kesimpulan: 1) 
kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan 
membayar pajak di Kabupaten Karanganyar tahun 2014; 2) sanksi pajak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten 
Karanganyar tahun 2014; 3) kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten 
Karanganyar tahun 2014. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan sanksi 
pajak sebesar 21,3%. 
 











Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara membutuhkan dana 
yang sangat besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan 
peningkatan pembangunan itu sendiri, oleh karena itu pemerintah Indonesia 
berupaya meningkatkan sumber penerimaan negara dari sektor internal. Salah satu 
sumber penerimaan negara sektor internal adalah pajak. Pajak merupakan sumber 
penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai penyelengaraan 
pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional. 
Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, 
yaitu: Pajak Negara dan Pajak Daerah (Mardiasmo, 2011:11). Pajak Negara yang 
sampai saat ini berlaku adalah: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
Sedangkan Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak 
Kabupaten/Kota. 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk ke dalam jenis Pajak Provinsi 
yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor 
sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 
2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 
Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah 
lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh pada pendapatan asli 
daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah. Oleh sebab itu 
pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak 
daerah ini. 
Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu; kondisi 
sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan 
hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu 
2006:112). Apabila semua faktor-faktor tersebut dapat diaplikasikan dalam sistem 
perpajakan, maka bukan hal yang mustahil kepatuhan perpajakan dapat tercipta. 
Menurut Kepala Seksi Layanan Pajak Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan 
Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Karanganyar, Tisno Purwanto, mengatakan 
para pemilik kendaraan bermotor menunggak pajak mulai dari setahun hingga 
belasan tahun. “Lamanya bervariasi ada yang setahun bahkan ada juga yang sejak 
tahun 1992 pajaknya tidak dibayar”, katanya saat ditemui wartawan. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan adanya data pemutihan Pajak 165.588 pemilik kendaraan 
bermotor menunggak Pajak, (Solopos.com, 4/6/2012). Hal ini menunjukkan tingkat 
kepatuhan wajib pajak masih rendah. Jika kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak rendah maka akan mempengaruhi kegiatan pembangunan suatu daerah. 
Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan 
oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan 
dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.  
Kantor UP3AD/SAMSAT Kabupaten Karanganyar selalu berusaha 
memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terbaik agar meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak.Pajak kendaraan online SAMSAT Karanganyarmerupakan 
salah satu pelayanan yang disediakan oleh kantor UP3AD/SAMSAT Kabupaten 
Karanganyar. Layanan ini diadakan dengan tujuan untuk memudahkan wajib pajak 
dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Pemberian pelayanan yang baik 
oleh petugas pajak akan memunculkan perasaan senang dan puas yang dapat memicu 
motivasi dan kepatuhan wajib pajak. 
Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak kendaraan bermotor. Banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak 
kendaraan bermotor menunjukkan masih rendahnya sanksi yang dikenakan kepada 
para penunggak pajak. Sanksi yang tegas harus diberlakukan untuk mencegah 
ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar 
pajaknya. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul 
penelitian “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI 
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN 
BERMOTOR DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014”. 
 
Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 
membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten Karanganyar tahun 2014. 
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak 
kendaraan bermotor di kabupaten Karanganyar tahun 2014. 
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap 





Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa, “pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Sedangkan 
menurut Soeparman dalam Suandy (2011:9) menyatakan bahwa, “pajak adalah iuran 
wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-
norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif 
dalam mencapai kesejahteraan umum”. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran 
wajib dari rakyat kepada negara berupa uang atau barang yang dapat dipaksakan. 
Setiap rakyat yang berperan sebagai wajib pajak tidak akan mendapatkan balas jasa 
secara langsung. Imbalan yang diterima wajib pajak berupa pelayanan yang 
diberikan pemerintah dalam bentuk fasilitas umum. 
 
Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah: 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi 
yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor 
sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 
2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 
 
Kepatuhan Membayar Pajak 
Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di 
kemukakan kembali oleh Devano dan Rahayu (2006:111) pengertian kepatuhan 
wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran 
dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap 
pelayanan pemerintah. 
Menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa 
“kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib 
Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya”. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan 
No.544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu (2006:112), menyatakan 
bahwa:“kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalampemenuhan 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan 
adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 
persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka 
tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. 
 
Kualitas Pelayanan Fiskus 
Menurut Goest dan Davis dalam Tjiptono (2006:51) mengemukakan bahwa 
“kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 
manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. 
Menurut Kotler yang dalam Tjiptono (2006:6), pelayanan merupakan 
terjemahan dari istilah service dalam bahasa Inggris yaitu berarti “setiap tindakan 
atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada 
dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 
kepemilikan sesuatu”. 
Istilah fiskus menurut Ali (1993:31) berasal dari bahasa latin, yang berarti; 
keranjang yang berisi uangatau kantong uang. Lain perkataan, fiskus adalah suatu 
keranjang uang, yang bertalian dengan perbendaharaan atau pendapatan. Oleh karena 
itu, jika diteruskan, ialah yang berhubungan dengan uang atau atau urusan-urusan 
keuangan pada umumnya.seluruh aparatur perpajakan sebagai wakil negara, itulah 
yang disebut “fiskus”. Jelaslah bahwa penggunaan kata fiskus tertuju pada Pejabat 
Pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam rangka pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 
fiskus adalah tingkat baik buruknya sikap aparat pajak dalam melayani atau 
membantu segala keperluan orang lain yang diharapkan dapat memenuhi harapan 
pelanggan yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Kegiatan pelayanan inibersifat 
tidak berwujud fisikdantidak menghasilkan kepemilikan sesuatu yang diberikan 
sebagai imbalan kepada wajib pajak yang telah membayar pajak. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan penarikan kesimpulan 
melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan 
bermotor di Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 278.331 wajib pajak. Sampel 
penelitian sebanyak 100 wajib pajak. Teknik Sampling yang digunakan adalah 
insidental sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan 
dokumentasi. Sebelum angket disebarkan, angket diuji cobakan terlebih dahulu. 
Tujuan uji coba angket untuk mengetahui apabila terdapat kelemahan pada angket 
dan hal-hal yang menyulitkan responden serta untuk mengetahui seberapa jauh alat 
pengukur yang telah disusun memiliki validitas dan reliabilitas. Subjek uji coba 
angket adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar sejumlah 
20 wajib pajak yang bukan anggota sampel. 
Teknik uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan linearitas. Uji 
tersebut untuk menguji apakah data sebaran berbentuk normal atau tidak serta setiap 
variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear atau tidak. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linear ganda, uji t, uji F, uji R
2
, serta sumbangan relatif 
dan efektif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan sanksi 
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dapat dilihat pada 
persamaan regresi linear ganda sebagai berikut Y=16,630-0,128X1+0,355X2, 
persamaan tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi dari masing-masing 
variabel kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Dari hasil analisis data diperoleh 
nilai koefisien determinasi (R
2
) 0,213 yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 
kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak kepatuhan membayar pajak kendaraan 
bermotor di Kabupaten Karanganyar tahun 2014, adalah sebesar 21,3% sedang 
sisanya sebesar 78,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 
Hasil uji hipotesis pertama (Uji t) untuk variabel kualitas pelayanan fiskus 
(b1) diperoleh hasil -thitung < -ttabel, yaitu -2,253 < -1,985 dan nilai signifikansi 0,027 
< 0,05 dengan sumbangan efektif 2,301% dan sumbangan relatif 10,8%. Hasil ini 
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Cindy Jotopurnomo (2013), yang  menghasilkan nilai signifikansi 
sebesar 0,001 > 0,05, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan 
bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi. 
Hasil penelitian untuk variabel kualitas pelayanan fiskus menyatakan bahwa 
aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap 
saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang 
tanggung jawab membayar pajak. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama 
proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan 
fiskus dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikanoleh fiskus turut 
membentuk sikap (atitude) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan.Semakin 
baik pelayanan fiskus maka wajib pajak akan memilki sikap yang positif terhadap 
proses perpajakan. Namun jika pelayanan fiskus tidak baik,hal itu akan membuat 
wajib pajak enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 
Hasil uji hipotesis kedua (Uji t) untuk variabel sanksi pajak (b2) diperoleh 
hasil thitung > ttabel, yaitu 4,975 > 1,985 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dengan 
sumbangan efektif sebesar 19% dan sumbangan relatif sebesar 89,2%. Hasil ini 
menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 
membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia 
Asrining Puri (2014), yang  menghasilkan nilai thitung 2,072 > ttabel 2,000 dengan nilai 
signifikansi 0,041 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Hasil penelitian untuk variabel sanksi pajak menyatakan bahwa dengan 
adanya sanksi pajak, wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila 
memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Ketika 
tingkat persepsi tengtang sanksi perpajakan dari wajib pajak meningkat, hal ini akan 
memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar 
pajak. 
Dari hasil perhitungan uji keberartian regresi linear ganda atau uji F diketahui 
bahwa nilai Fhitung > Ftabel yaitu 13,125 > 2,698 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 
Hal ini berarti kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan pada simpulan 
tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan kualitas pelayanan 
fiskus dan sanksi pajak akan diikuti peningkatan kepatuhan membayar pajak. 
Sebaliknya kecenderungan penurunan kombinasi kualitas pelayanan fiskus dan 
sanksi pajak akan diikuti penurunan kepatuhan membayar pajak. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar tahun 
2014. 
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara kualitas 
pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, namun ada 
beberapa kelemahan penelitian yang diantaranya: Metode pengumpulan data yang 
digunakan hanya angket atau skala sehingga kurang dapat mengungkap secara 
mendalam gejala psikologis yang tidak nampak dalam diri individu, oleh karena itu 
peneliti selanjutnya perlu melengkapi dengan teknik pengumpulan data yang lain, 
misalnya dengan teknik observasi, wawancara atau psikotest. Sehingga akan lebih 
dapat mengungkap secara mendalam kondisi psikologis subjek yang hendak diteliti. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar 
tahun 2014. Berdasarkan hasil analisis regresi linear ganda (uji t) diketahui 
bahwa -thitung < -ttabel yaitu -2,253 < -1,985 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 
0,027 dengan sumbangan efektif sebesar 2,301%. 
2. Sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar 
pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar tahun 2014. Berdasarkan 
hasil analisis regresi linear ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 4,975 
> 1,985 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,00 dengan sumbangan efektif 
sebesar 19%. 
3. Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di 
Kabupaten Karanganyar tahun 2014. Berdasarkan hasil analisis variansi regresi 
linear  ganda (uji F) diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel yaitu 13,125 > 2,698 dan 
nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 
0,213 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan 
sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten karanganyar 
tahun 2014, adalah sebesar 21,3% sedang 78,7% sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 
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